PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
kepegawaian dan efektivitas pelaksanaan tugas belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Kementerian Sosial;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang
Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
634);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di
perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 12 diubah, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Untuk memperoleh Tugas Belajar harus memenuhi

persyaratan:

a. telah diangkat sebagai PNS;

b. tidak melebihi batas usia paling tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2
(dua) tahun terakhir bernilai baik;

d. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan
sehat dari rumah sakit pemerintah;

e. rekomendasi dari Kepala Unit Kerja Eselon I c.q.
sekretaris atau kepala biro/kepala

pusat/kepala unit pelaksana teknis;



f.  tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam
pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat
formasi; dan

g. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Jangka  waktu  pelaksanaan Tugas Belajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat
diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun
atau 2 (dua) semester dengan biaya sendiri.
Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui
evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Badan
Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan
program studi S5 (lima) semester untuk program
strata II (S-2) dan 9 (sembilan) semester untuk
program  strata III  (S-3) dapat diberikan

perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) semester.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 19

PNS dengan  status Tugas Belajar yang
mengundurkan diri, tidak dapat menyelesaikan
Pendidikan, dan/atau dikeluarkan oleh perguruan
tinggi, dijatuhi sanksi administratif berupa
penggantian seluruh biaya Pendidikan kepada kas
negara.

PNS dengan Status Tugas Belajar yang sampai batas
waktu Tugas Belajar berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 belum

menyelesaikan pendidikan, tidak dikenakan sanksi



(3)

(4)

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila menyatakan siap menyelesaikan Pendidikan.
Penyelesaian Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat diberikan paling lama 1
(satu) semester.

Penggantian seluruh biaya Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat sehingga

Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 25
Biaya Pendidikan bagi PNS dengan status Tugas
Belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang dikelola oleh Kementerian
Sosial diberikan bagi:
a. strata Il (S-2) dan spesialis satu (Sp-1) sebanyak
24 (dua puluh empat) bulan;
b. strata III (S-3) dan spesialis dua (Sp-2)
sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan; dan
c. diploma IV (D-IV) sebanyak 48 (empat puluh
delapan) bulan.
Biaya Pendidikan bagi PNS dengan status Tugas
Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan untuk:
a. kegiatan seminar yang dilaksanakan

di perguruan tinggi;

b. pembuatan jurnal di perguruan tinggi;
c. penelitian;

d. jaminan hidup;

e. buku perkuliahan; dan/atau

f.  wisuda.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 746



